
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 

NOMOR  25  TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 

 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH            

TAHUN ANGGARAN  2011 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten 

Sumedang telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang bersumber dari APBD 

Provinsi Jawa Barat yang belum dianggarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBD Tahun 

Anggaran 2011 serta terdapat beberapa kode rekening yang tidak sesuai 

dengan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan pergeseran serta 

dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2011, maka untuk kelancaran pelaksanaannya Penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas  

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

 

SALINAN 



 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 



 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 20 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara RepublIk Indonesia Nomor 4855); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4738); 

 



 

 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105); 

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011; 

33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2008 Nomor 2); 

 



 

 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang  Tahun 2008 Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Sumedang Tahun  2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2008  Nomor 12); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada Pihak 

Ketiga  (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 

13); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011                               

Nomor 2); 

43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011; 

44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penggunaan Bantuan Keuangan dalam Rangka Sinergitas Pengendalian 

Pembangunan; 

45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

   

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1793-Keu/2010 2010 

tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 

Anggaran 2011; 

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 

900/Kep.27/DPPKAD/2011 tentang Persetujuan Pergeseran Kode 

Rekening Antara Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan Tahun 

Anggaran 2011; 

 



 

a.

1 Rp 139,205,168,609.65        

2 Rp 898,672,086,471.34        

3 Rp 177,118,253,000.00        

Rp 1,214,995,508,080.99     

b.

1 Rp

a) Belanja Pegawai Rp 727,735,096,864.31        

b) Belanja Bunga Rp 1,991,846,469.00            

c) Belanja Subsidi Rp -                                   

d) Belanja Hibah Rp 9,910,192,000.00            

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 23,770,462,911.00          

f)
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Rp

3,167,589,192.90            

g)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Desa

Rp
32,684,214,580.72          

h) Belanja Tidak Terduga Rp 2,168,036,094.00            

I) Belanja Bantuan Keuangan Rp 915,000,000.00               

Rp 802,342,438,111.93        

2

a) Belanja Pegawai Rp 77,168,867,663.00          

b) Belanja Barang dan Jasa Rp 197,942,257,549.60        

c) Belanja Modal Rp 150,990,790,251.00        

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp 426,101,915,463.60        

JUMLAH BELANJA Rp 1,228,444,353,575.53     

SURPLUS/DEFISIT Rp (13,448,845,494.54)         

c.

1 Penerimaan Rp 21,069,756,540.29          

2 Pengeluaran Rp 7,620,911,045.75            

Rp 13,448,845,494.54          

Rp                                 (0.00)

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pembiayaan Daerah

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN

Pendapatan Daerah 

Belanja Daerah

Lain - Lain Pendapatan yang sah

Dana Perimbangan

Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH  PENDAPATAN

 

3. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 900/Kep.717/DPPKAD/2011 

tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antara Rincian Obyek 

Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 2011; 

   

   

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2011. 

   

   

  Pasal I 

 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4) diubah sebagai            

berikut: 

 

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

   Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yaitu   

sebagai berikut: 

   



 

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 11 April 2011 

 

BUPATI  SUMEDANG, 

 

ttd 

 

 

DON MURDONO 

 

 

 

Diundangkan di  Sumedang 

pada tanggal  11 April 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

 

ttd 

 

ATJE ARIFIN ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

TAHUN   2011  NOMOR  25 

 

  2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhannya sebagaimana 

tercantum dalam  Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

    

  3. Ketentuan Lampiran II ditambah, dengan penambahan sebagaimana 

tercantum dalam  Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

    

   

  Pasal II 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   

   

   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang 


